KEPUTUSAN BERSAMA DPRD KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA DAN BUPATI KUTAI KARTANEGARA
NOMOR: 170/SK-9/DPRD/9/2021 DAN NOMOR : 180/9/SKB-HK/2021

TENTANG PERSETUJUAN BERSAMA TERHADAP 8 (DELAPAN) BUAH RAPERDA DILUAR PROGRAM
PEMBENTUKAN DAERAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA TAHUN 2021

ABSTRAK:

CATATAN:

Menindaklanjuti Surat Bupati Kutai Kartanegara Nomor 180.113/HK- PerUuU
/1X/2021 tentang pengajuan rancangan Peraturan Daerah di luar Program
Pembentukan Peraturan Daerah Tahun 2021 bahwa dalam keadaan tertentu,
DPRD atau Kepala Daerah dapat mengajukan Raperda di luar Program
Pembentukan Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat
(2) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011

Keputusan ini didasarkan oleh Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 27
Tahun 1959, tentang Penetapan Undang-undang Darurat Nomor 3 Tahun
1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat Il di Kalimantan sebagai Undang-
undang; Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan; Undang-Undang Republik
Indonesia Nomor 13 Tahun 2019 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-
Undang Republik Indonesia Nomor 17 tahun 2014 tentang Majelis
Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan
Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah; Undang-Undang Republik
Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana
telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun
2015 tentang Pemerintahan Daerah; Peraturan Pemerintah Republik
Indonesia Nomor 8 Tahun 2002 tentang Perubahan nama Kabupaten Kutai
menjadi Kabupaten Kutai Kartanegara; Peraturan Pemerintah Republik
Indonesia Nomor 12 Tahun 2018 tentang pedoman Penyusunan Tata Tertib
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Kabupaten dan Kota; Peraturan
Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2015 tentang
Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2018 tentang Perubahan
Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang
Pembentukan Produk Hukum Daerah; Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat
Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 1 Tahun 2019 tentang Tata
Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara.

Menyetujui keputusan bersama terhadap 8 (delapan) buah Rancangan
Peraturan Daerah diluar Program Pembentukan Peraturan Daerah Kabupaten
Kutai Kartanegara Tahun 2021 untuk di bahas dan ditetapkan tahun 2021.

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal 13 September 2021.
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